BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR AQO . 12.[ 7245 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan
Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun
2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024
tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan
Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor:
400.12.1/188 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66
Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh
Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, terdapat
beberapa peserta mempunyai tunggakan,
meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah
kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran
dengan Manfaat Pelayanman di Ruang Perawatan
Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun
2024,



Mengingat

b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati
Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang
Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan
Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor:
400.12.1/188 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66
Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh
Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang
Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan
Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Tahun 2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia @ Nomor  5372)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 33);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6
Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor
9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan
ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh
Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang
diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh
Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelengggara
Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam
Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah
Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan
Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di
Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2023 Nomor 46);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor:
400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh
Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Bupati Nomor: 400.12.1/188 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor:
400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh
Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2024.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran
Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024
tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan
Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun
2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/188 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati
Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan
Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh
Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2024
/ BUPATI SUKOHARJO,/Q

# ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;
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. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir.

Soekarno Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.




2027

1 2 3 4
105624 (0002573623416 [NGATINEM TAWANGSARI
105625 (0001446929684 |[NGATMI PADMO MULYONO KLINIK DR. SRI WIDATIK
105626 [0002057118175 |OLIVEA IMMANUELLA KLINIK MITRA SEHAT
105627 0002919907181 [PARIYEM MOJOLABAN
105628 |0002377886962 |PRUINOZA MAHENGDYAH ARUNDATI|KLINIK LATIFA HUSADA
105629 (0002935959827 [PUJI UNTARININGSIH TAWANGSARI
105630 [0002917063686 [RAFA ALFARIZI SUKOHARJO
105631 [0001484557042 |[RAHMAD ANGGORO GROGOL
105632 [0002935959794 [RAHMAT ANGGA SETIAWAN TAWANGSARI
105633 [0002486249774 |RAIHAN RAFI FALA ATHALA KLINIK IS MEDIKA
105634 [0002446656884 [RICKY DWI ARMANTO KLINIK NGUDI SEHAT
105635 [0001873228781 |RIKA PURWANTI DR. TITIK SRI HARTINI, M.KES
105636 [0002378519471 [RIZKY AMALIA RAMADHANTI KLINIK DR. SUBARI
105637 [0002057114316 [RUDY SURJANTO KLINIK MITRA SEHAT
105638 [0001476817086 [SAFAIDA FITRI ZELINDA DR. NINA WIRDYANINGSIH M
105639 [0001873219994 [SAIMAN DR. TITIK SRI HARTINI, M.KES
105640 [0002911580324 [SATYATMA TEJA ATMOKO KARTASURO
105641 [0002448328241 [SHOLAHUDIN AKBAR KLINIK ASSALAAM MEDICARE
105642 [0001476813508 [SIGIT WIJANARKO DR. NINA WIRDYANINGSIH M
105643 0002476809584 |SLAMET DR. ANNA ENDARYATI
105644 [0002880837191 [SRI NGATMI KLINIK SUROYAH AMIN
105645 0002448327464 |SRI TUNJUNG KLINIK ASSALAAM MEDICARE
105646 [0002377886951 [SUDARYANTI KLINIK LATIFA HUSADA
105647 [0001821612058 [SULIMIN KLINIK DR. SRI WIDATIK
105648 [0001893585532 [SUMARDI KLINIK SELARAS
105649 [0002476811125 [SUNARDI DR. ANNA ENDARYATI
105650 [0001789753072 [SUNARTA KLINIK DR. SRI WIDATIK
105651 [0002880834107 [SUSANTO KLINIK SUROYAH AMIN
105652 [0002378519458 [SUSILO BUDI HARYANTO KLINIK DR. SUBARI
105653 [0001446928209 [SUTARDI PADMO MULYONO KLINIK DR. SRI WIDATIK
105654 [0002246666376 [SUWANTI BENDOSARI
105655 [0002919907056 [SUYONO MOJOLABAN
105656 |[0002476807615 [TARTO RAKIMIN DR. ANNA ENDARYATI
105657 0002378519469 [TITUT KUSMANDARI,SPSI KLINIK DR. SUBARI
105658 [0002775884455 [TUKINEM SUKOHARJO
105659 [0002616790577 [VANIA MARCELA PUTRI SUROJO KLINIK NURIFA
105660 [0001817393185 |WAGIMIN DR. AGUS KRISTIYANTO
105661 [0002246664824 [WIDODO BENDOSARI
105662 0002775884051 [WITO DIMEJO SUKOHARJO
105663 [0001476815883 |WIWIN SETYOWULAN DR. NINA WIRDYANINGSIH M

BUPATI SUKOHARJO,
z

ETIK SURYA




